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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari pemaparan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1.Jangka waktu pelaksanaan pengiriman APHT dan warkah yang dibutuhkan untuk 

proses pendaftarannya oleh PPAT/Karyawannya pada Kantor Pertanahan 

sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat 

(2). Berdasarkan hasil penelitian dari 85 jumlah permohonan, yang dilaksanakan 

sampai hari ke 7 (tujuh) setelah penandatanganan APHT oleh PPAT sebanyak 

17 permohonan atau 20%, selebihnya 68 permohonan atau 80% dilaksanakan 

setelah hari ke 7 (tujuh). Hal ini desebabkan karena syarat-syarat yang 

dibutuhkan tidak lengkap, ketidak profisionalan pihak PPAT, dan kurang 

tegasnya pihak kantor pertanahan  dalam menerapkan sanksi terhadap PPAT 

yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (1). 

2. Hambatan-hambatan dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Pohuwato. Adapun hambatan yang sampai sekarang 

belum dapat ditanggulangi dan perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak 

yang berwenang. Hambatan dimaksud sebagai berikut : 

1. Jumlah tenaga pelaksana yang masih terbatas 

2. Fasilitas yang belum memadai 

3. Kurang sosialisasi kepada masyarakat 

4. Kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian agar dalam pelaksanaan pendaftaran hak 

tanggungan di Kabupaten Pohuwato dapat dilaksanakan lebih cepat ataupun tepat 

pada waktu yang telah ditentukan. Maka adapun penulis memberikan saran 

pemikiran sebagai berikut : 

1. Hendaknya PPAT/Notaris tidak melakukan penandatangan APHT jika semua 

syarat-syarat dan kelengkapan berkas untuk pendaftarannya belum terpenuhi 

secara lengkap. 

2. Perlu adanya suatu perencanaan yang matang dan sistematis untuk mengatasi hal-

hal terutama tenaga pelaksana dan fasilitas yang memadai dan menyediakan 

tenaga sebagaimana idealnya yang dibutuhkan demi tercapainya suatu sistem 

terbaik. 

3. Perlu adanya pengawasan dan monitoring terus menerus oleh Kepala Kantor 

Pertanahan dan kesubsie PPH dan PPAT, terhadap kinerja pegawai kantor 

pertanahan dalam proses pendaftaran hak tanggungan dan penyelesaiannya agar 

percepatan penyelesaian pendaftaran dapat terwujud tanpa tendensi apapun. 

Kinerja Kantor Pertanahan yang baik juga akan mempengaruhi kinerja PPAT. 

Kantor Pertanahan dan PPAT harus menjadi partner kerja yang saling 

mendukung dan kooporatif. Tentu semua itu akan menimbulkan penilaian yang 

baik juga dari masyarakat ataupun  dari pihak debitor/kreditor terhadap kinerja 

Kantor Pertanahan dan PPAT. 
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